BABYV

PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
secara sistematis pada Bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai
Implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Solok
dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Penurunan Peraturan Daerah ke dalam Kebijakan di Lingkungan
Pemerintah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan
Tanpa Rokok telah diturunkan ke dalam berbagai bentuk
kebijakan teknis dan operasional di lingkungan Pemerintah Kota
Solok, khususnya pada sektor fasilitas pelayanan kesehatan.
Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kewajiban pemasangan
rambu larangan merokok, penetapan area Kawasan Tanpa Rokok
(KTR), pelarangan penjualan dan promosi rokok di lingkungan
fasilitas kesehatan, serta pengaturan sanksi bagi pelanggar.
Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan sebagaimana
dijelaskan pada Bab III, implementasi kebijakan tersebut belum
sepenuhnya berjalan secara optimal dan konsisten, terutama
dalam aspek pengawasan dan kepatuhan masyarakat.
2. Pembagian Kewenangan dan Sinergi dalam Penegakan Peraturan
Daerah, Penegakan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok melibatkan beberapa pihak,
yaitu Pemerintah Kota Solok, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi
Pamong Praja, serta manajemen fasilitas pelayanan kesehatan,
termasuk RSUD Serambi Madinah Kota Solok. Secara normatif,

pembagian kewenangan tersebut telah diatur dengan jelas.
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Namun dalam praktiknya, sinergi antarlembaga masih belum

maksimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran

KTR di lingkungan rumah sakit serta lemahnya penegakan sanksi

yang lebih banyak bersifat persuasif dibandingkan represif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komitmen

bersama dalam penegakan perda masih perlu diperkuat.

. Implementasi Peraturan Daerah Koa Solok Tentang Kawasan

Tanpa Rokok di RSUD Serambi Madinah Kota Solok, pada

dasarnya telah dilaksanakan, namun masih belum bersifat

optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara,

khususnya dengan Ibu Sangira selaku staf RSUD Serambi Madinah

Kota Solok, masih ditemukan pengunjung maupun pihak tertentu

yang merokok di area rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh

rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan yang

berkelanjutan, serta belum adanya penegakan sanksi yang tegas

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan

George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok di RSUD Serambi Madinah Kota Solok Di pengaruhi oleh

empat variabel utama, yaitu:

a. Komunikasi, yang sudah dilakukan melalui sosialisasi dan
pemasangan rambu, namun belum sepenuhnya efektif.

b. Sumber daya yang masih terbatas, khususnya dalam
pengawasan dan penegakan hukum.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana), yang cenderung persuasif dan
belum tegas dalam penerapan sanksi.

d. Struktur Birokrasi, yang belum sepenuhnya menujukan
koordinasi dan sinergi optimal antar instansi terkait.

. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok yang diterapkan melalui Peraturan Daerah Kota Solok



Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk kebijakan publik yang
sejalan dengan prinsip kemaslahatan (maslahah), perlindungan
jiwa (hifz al-nafs), dan perlindungan lingkungan (hifz al-bi’ah).
Pemerintah daerah memiliki legitimasi syar’i untuk menetapkan
kebijakan preventif guna mencegah mudharat yang ditimbulkan
oleh rokok, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun
demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip keadilan, efektivitas, dan ketegasan
sebagaimana ditekankan dalam Siyasah Syar’iyyah, karena masih
adanya toleransi terhadap pelanggaran dan lemahnya penegakan

hukum.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Solok
Perlu dilakukan penguatan pengawasan dan penegakan sanksi
terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok agar implementasi
kebijakan berjalan lebih efektif dan konsisten.

2. Bagi Aparat Penegak Peraturan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait perlu
meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengawasan
Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di fasilitas pelayanan
kesehatan. Penegakan hukum tidak hanya bersifat persuasif,
tetapi juga perlu disertai tindakan tegas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Pihak RSUD Serambi Madinah Kota Solok
Manajemen rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan
komitmen dalam pelaksanaan Kwasan Tanpa Rokok, termasuk
pengawasan internal, meningkatkan sosialisasi kepada

pengunjung dan keluarga pasien, serta menyediakan mekanisme



pengawasan yang berkelanjutan agar lingkungan rumah sakit
benar-benar terbebas dari asap rokok

. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum
dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Kawasan
Tanpa Rokok sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga
kesehatan bersama dan mewujudkan kemaslahatan umum.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian
lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau
menggunakan pendekatan kuantitatif guna melengkapi hasil

penelitian ini
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